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ABSTRAK
 

Masalah dalam Penelitian ini adalah Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun Realisasi 
penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, 
dikarenakan pada tahun tersebut tidak adanya realisasi penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan.Realisasi penerimaan PAD tahun 2017, 2018 dan 2019 belum mencapai 
target yang telah ditetapkan.oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini seberapa besar 
kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD kota kupang?  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif 
Kuantitatif untuk mengetahui besarnya Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 
2015-2019.Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah rata-rata  kontribusi Pajak Daerah 
terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 diperoleh sebesar 66,95%. Berdasarkan Kriteria 
Kontribusi, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 
dikategorikan “Sangat Baik” dikarenakan mencapai presentase kontribusi diatas 50%, Pada tahun 
2015 sebesar 50,76%, tahun 2016 sebesar 56,02 %, tahun 2017 sebesar 91,82 % , tahun 2018 sebesar 
64,99% dan pada tahun 2019 sebesar 71,16%.Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang 
selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan presentasi sebesar 10,30%.Rata-rata 
pertumbuhan PAD Kota Kupang selama tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan presentase 
sebesar 1,22%. Rata-rata pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 
2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 8,77%. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh disarankan kepada Badan Pendapatan 
Daerah Kota Kupang (Bapenda) perlu mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) seperti retribusi daerah, PAD lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan 
asli daerah yang dipisahkan. Diharapkan Bapenda Kota Kupang perlu melakukan peningkatan 
pemungutan unsur-unsur Pajak Daerah lainnya Seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, 
Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2 serta BPHTB agar dapat berjalan 
dengan baik sesesuai dengan yang diharapkan. Bagi Peneliti Lain diharapkan dapat melakukan 
penelitian yang lebih luas yaitu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain sehingga dapat 
lebih mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat lebih digali kembali potensi yang 
sudah ada ataupun menggali potensi yang baru. 
 
Kata Kunci :Pajak, PAD 

 
 
 

LATAR BELAKANG 
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

daerah akan terlaksanakan secara optimal apabila 
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti 
dengan pemberian sumber-sumber penerimaan 
yang cukup kepada daerah, dengan mengacu 
kepada Undang-undang tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, dengan mengacu kepada 
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. 
Pembentukan UU No. 33 tahun 2004 
dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas 

penyerahan urusan kepada pemerintah daerah 
yang diatur dalam Undang-undang tentang 
Pemerintah Daerah.  

Dalam rangka menjalankan fungsi dan 
kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk 
pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah 
harus dapat mengenali potensi dan 
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang 
dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih 
mampu menggali sumber-sumber keuangan 
khususnya untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan pemerintah dan pembangunan di 
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daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).  

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal adalah
meningkatkan kemandirian daerah dan 
mengurangi ketergantungan fiskal terhadap 
pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian 
daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan 
daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin 
tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan 
PAD, maka semakin besar pemerintah daerah 
menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 
aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan 
daerah.  Menurut Siahaan (2010:13) Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan pertaturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi 
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, 
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang
Dipisahkan Serta Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah. 

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut  pajak, adalah 
iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan 
berdasarkan peraturan perundang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan  pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. Jenis-
yaitu : (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) 
Pajak Hiburan  (4) Pajak Reklame (5) Pajak 
Penerangan Jalan (6) Pajak Parkir  (7) Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan(8) Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB),  (9) Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotann, (10) Pajak Sarang 
Burung Walet, (11) Paj
(Mardiasmo, 2009:13). 

Peningkatan Pajak daerah tersebut 
pastinya memberikan pemasukan yang besar bagi 
penerimaan PAD, untuk itu  perlu mendapatkan 
data tentang  Penerimaan Pajak daerah dan PAD 
Kota Kupang. Melalui penelitian telah diperoleh 
data target dan realisasi pajak daerah (Tabel 1) 
dan penerimaan PAD (table 2
selama tahun 2015-2019 sebagaimana 
dikemukakan pada tabel sbb: 
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daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal adalah untuk 
meningkatkan kemandirian daerah dan 
mengurangi ketergantungan fiskal terhadap 
pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian 
daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan 
daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin 
tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan 

AD, maka semakin besar pemerintah daerah 
menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 
aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan 
daerah.  Menurut Siahaan (2010:13) Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

layahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan pertaturan 

undangan yang berlaku, yang meliputi 
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, 
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang 

Lain Pendapatan Asli 

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut  pajak, adalah 
iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

yang dapat dipisahkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan  pemerintah daerah dan 

-jenis pajak daerah 
yaitu : (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) 

4) Pajak Reklame (5) Pajak 
Penerangan Jalan (6) Pajak Parkir  (7) Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan(8) Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB),  (9) Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotann, (10) Pajak Sarang 
Burung Walet, (11) Pajak Air Tanah 

Peningkatan Pajak daerah tersebut 
pastinya memberikan pemasukan yang besar bagi 
penerimaan PAD, untuk itu  perlu mendapatkan 
data tentang  Penerimaan Pajak daerah dan PAD 
Kota Kupang. Melalui penelitian telah diperoleh 

ta target dan realisasi pajak daerah (Tabel 1) 
table 2)  Kota Kupang 

2019 sebagaimana 
 

Table diatas 
perbandingan antara target dan realisasi 
penerimaan pajak daerah Kota Ku
berfluktuasi selama tahun 2015
tahun 2015 realisasi penerimaan pajak daerah 
mencapai dan melampui target dengan presentasi 
pencapaian realisasi penerimaan sebesar 131,14 
% dan tahun 2016 dengan presentase realisasi 
penerimaan pajak daerah
%, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah 
yang tidak mencapai target hanya pada tahun 
2017 dan 2018 dengan realisasinya sebesar 58,96 
% dan 53,08 %,  dan pada tahun 2019 realisasi 
penerimaan pajak daerah mencapai target dengan 
realisasi penerimaan sebesar 101,66 %. 
Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 
yaitu sebesar 131,63 % dan  yang terendah terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebesar 53,08%.

Tabel diatas 
perbandingan realisasi penerimaan PAD  tidak  
mencapai target  pada  tahun  2017, 2018, dan 
2019. dan yang melebihi target terjadi  pada 
tahun 2015 dan 2016.
maupun penurunan penerimaan
tentunya mempengaruhi realisasi penerimaan 
PAD dan berdasarkan tabel 2 diatas realisasi 
penerimaan PAD yang tidak mencapai target 
yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 
2019, oleh karena itu  peneliti bermaksud 
melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi 
Penerimaan Pajak Daerah Terhadap  Pendapata
Asli Derah Kota Kupang”
Teori dan Pembahasan 
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 62 

 
 menunjukan bahwa 

perbandingan antara target dan realisasi 
penerimaan pajak daerah Kota Kupang 
berfluktuasi selama tahun 2015- 2019.  Pada 
tahun 2015 realisasi penerimaan pajak daerah 
mencapai dan melampui target dengan presentasi 
pencapaian realisasi penerimaan sebesar 131,14 
% dan tahun 2016 dengan presentase realisasi 
penerimaan pajak daerah terhadap target 131.63 
%, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah 
yang tidak mencapai target hanya pada tahun 
2017 dan 2018 dengan realisasinya sebesar 58,96 
% dan 53,08 %,  dan pada tahun 2019 realisasi 
penerimaan pajak daerah mencapai target dengan 
realisasi penerimaan sebesar 101,66 %. 
Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 
yaitu sebesar 131,63 % dan  yang terendah terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebesar 53,08%. 

                                           
 menunjukan bahwa 

gan realisasi penerimaan PAD  tidak  
mencapai target  pada  tahun  2017, 2018, dan 
2019. dan yang melebihi target terjadi  pada 
tahun 2015 dan 2016. Setiap peningkatan 
maupun penurunan penerimaan pajak daerah 
tentunya mempengaruhi realisasi penerimaan 

dan berdasarkan tabel 2 diatas realisasi 
penerimaan PAD yang tidak mencapai target 
yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 
2019, oleh karena itu  peneliti bermaksud 
melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi 
Penerimaan Pajak Daerah Terhadap  Pendapatan 
Asli Derah Kota Kupang” 

 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 



EQUILIBRIUM: Jurnal Akuntansi dan Manajemen  63 

PAD adalah pendapatan yang diterima oleh 
daerah  dalam satu tahun anggaran yang 
bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD 
yang Sah. 

Menurut Mardiasmo (2002:132) PAD 
adalah penerimaan yang diperoleh dari 
penerimaan sektor Pajak Daerah ,  Retribusi 
Daerah ,  Kekayaan yang Dipisahkan , dan Lain-
Lain PAD yang Sah. Menurut Halim (2010:101) 
PAD merupakan semua penerimaan daerah yang 
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 

Sesuai Undang-Undang No.33 tahun 2004 
tentang sumber-sumber PAD pasal 6 dan UU 
No.28 tahun 2009 sumber-sumber PAD meliputi: 
a. Pajak daerah adalah wajib pajak daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau misalnya 
retribusi pasar. 

c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang 
dipisahkan antara lain bagian laba dari badan 
usah milik daerah (BUMD) 

d. Lain-lain PAD yang sah antara lain 
penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi 
daerah seperti hasil penjualan aset daerah, jasa 
giro, dan pendapatan bunga. 
 

B. Pajak Daerah 
Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan pajak daerah adalah 
kontribusi wajib kepada yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapat imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Menurut Siahaan (2010:9) Pajak 
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh daerah kepada orang pribadi atau badan 
tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bahwa dengan ditetapkannya 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah maka, pajak daerah 
merupakan salah satu sumber penerimaan 
yang dapat membiayai kebutuhan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 
C. Kontribusi 

Kontribusi adalah sesuatu yang 
dilakukan untuk membantu menghasilkan 
atau mencapai sesuatu bersama-sama 
dengan orang lain, atau untuk membantu 
membuat sesuatu yang sukses. Ketika 
memberi kontribusi, itu berararti bahwa kita 
memberikan sesuatu yang bernilai bagi 
sesama, seperti uang, harta benda, kerja 
keras atau pun waktu kita. Dalam hal ini 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
berarti  sejumalah uang dari masyarakat atau 
badan yang sangat mempengaruhi 
penerimaan PAD. 

 
D. Menghitung Kontribusi Unsur-unsur 

Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak 
Daerah terhadap PAD  Kota Kupang  
selama tahun 2015-2019. 

1. Menghitung Kontribusi Pajak Hotel 
terhadap Pajak Daerah  Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut : 

 

 
2. Menghitung Kontribusi Pajak Restoran 

terhadap Pajak Daerah Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut :   
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3. Menghitung Kontribusi Pajak Hiburan 

terhadap Pajak Daerah Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut : 

 

 
4. Menghitung Kontribusi Pajak Reklame  

terhadap Pajak Daerah Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut : 

 

 
5. Menghitung Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pajak 
Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019 
dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 

 

 
6. Menghitung Kontribusi Pajak Parkir 

terhadap Pajak Daerah Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut : 

 

 
7. Menghitung Kontribusi Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) terhadap Pajak Daerah Kota 
Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus 
sebagai berikut: 

 
 

 
8. Menghitung Kontribusi Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
terhadap Pajak Daerah Kota Kupang 
tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai 
berikut : 
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E. Menghitung Kontribusi Realisasi Pajak 
Daerah Terhadap PAD Kota Kupang 
Tahun 2015-2019. 
 

 
Berdasarkan pada tabel diatas, 

menunjukkan bahwa kontribusi Pajak 
Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 
2015-2019  berfluktuasi. Yang terendah 
adalah tahun 2015 yaitu dengan presentase 
50,76%. Sedangkan yang tertinggi terjadi 
pada tahun 2017 dengan presentase 91,82%. 
Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka 
kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota 
Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan 
“Sangat Baik” pada setiap tahunnya. 

Rekapitulasi jumlah kontribusi pajak 
daerah terhadap PAD kota Kupang tahun 
2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada 
tabel  sebagai berikut : 

 

 
Pada tabel diatas menjelaskan bahwa 

rata-rata kontribusi realisasi Pajak daerah 
terhadap realisasi PAD kota kupang Tahun 
2015-2019 sebesar 66,95%. Sisanya 

dipengaruhi oleh faktor PAD yang lain 
seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah sebesar  33,05%. 
Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka 
kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota 
Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan 
“Sangat Baik” dikarenakan mencapai 
presentase kontribusi diatas 50%, dan Pajak 
daerah merupakan sumber pendapatan PAD 
yang paling besar dari unsur-unsur PAD 
lainnya. Tabel di atas juga menunjukkan 
bahwa jumlah kontribusi pajak daerah 
terhadap PAD Kota Kupang terbesar selama 
tahun 2015-2019 adalah pada tahun 2017 
yaitu sebesar 91,82%. Kontribusi realisasi 
pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota 
Kupang terkecil selama tahun 2015-2019 
adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 
50,76%. 
 
 
 
 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 
perhitungan, maka disimpulkan bahwa 
kontribusi realisasi pajak daerah terhadap 
realisasi PAD kota kupang selama tahun 
2015-2019 yaitu : 
1. rata-rata  kontribusi Pajak Daerah 

terhadap PAD Kota Kupang tahun 
2015-2019 diperoleh sebesar 66,95%. 
Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka 
kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 
Kota Kupang tahun 2015-2019 
dikategorikan “Sangat Baik” 
dikarenakan mencapai presentase 
kontribusi diatas 50%, Pada tahun 2015 
sebesar 50,76%, tahun 2016 sebesar 
56,02 %, tahun 2017 sebesar 91,82 % , 
tahun 2018 sebesar 64,99% dan pada 
tahun 2019 sebesar 71,16%.  

2. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah 
Kota Kupang selama tahun 2015-2019 
mengalami peningkatan dengan 
presentasi sebesar 10,30%.  

3. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota 
Kupang selama tahun 2015-2019 
mengalami kenaikan dengan presentase 
sebesar 1,22%.  

4. Rata-rata pertumbuhan kontribusi Pajak 
Daerah terhadap PAD Kota Kupang 



EQUILIBRIUM: Jurnal Akuntansi dan Manajemen  66 

selama periode tahun 2015-2019 
mengalami kenaikan sebesar 8,77%. 

Jenis kontribusi realisasi pajak 
daerah terbesar yaitu Pajak Penerangan 
Jalan karena jumlah lampu jalan yang 
dipasang di kota kupang sebesar 6.842 
yang terpasang di sepanjang jalan kota 
kupang. Semakin tinggi realisasi pajak 
daerah maka semakin tinggi pula 
realisasi PAD dan sebaliknya jika 
realisasi pajak daerah rendah maka 
realisasi PAD yang diproleh juga 
rendah.  Pemerintah daerah kota kupang 
sangat baik dalam meningkatkan 
pendapatan pajak daerah,  tetapi harus 
juga meningkatkan unsur-unsur PAD 
lainnya seperti Retribusi daerah, PAD 
lain-lain yang sah, dan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan agar 
pendapatan daerah meningkat. 
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